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Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang studi komparasi 
tentang euthanasia ditinjau dari hukum islam, hukum pidana dan HAM. Temuan 
dalam penelitian ini menjelaskan bahwa euthanasia dalam perspektif Hukum Islam, 
Hukum Pidana dan HAM adalah sangat bertentangan dengan hukum, karena 
euthanasia ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang jika dilakukan akan 
dikenakan sanksi berupa hukuman selama-lamanya 12 tahun penjara sesuai dengan 
pasal 344 KUHP dan termasuk dosa besar. Dalam perspektif HAM euthanasia ini 
berupa hak untuk mati dan dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk 
hidup.  
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Abstract 
In writing this essay, the author discusses the comparative study of euthanasia in 
terms of Islamic law, criminal law and human rights. The findings in this study 
explain that euthanasia in the perspective of Islamic Law, Criminal Law and Human 
Rights is very contrary to the law, because euthanasia is included in the category of 
murder which if sanctioned is carried out in the form of a sentence of 12 years in 
accordance with Article 344 of the Criminal Code and includes great sin. In the 
perspective of human rights, euthanasia is in the form of the right to die and is 
considered a logical consequence of the right to life. 
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PENDAHULUAN 
       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-
akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan 
sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-
penemuan teknologi modern yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan 
dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya, yaitu penemuan 
dalam bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi 
kedoketeran ini, maka diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan 
lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya dapat dilakukan secara efektif.  
       Dalam perkembangan selanjutnya, dengan peralatan kedokteran yang modern, 
penderitaan dan  rasa sakit seorang pasien dapat diringankan. Hidup seorang pasien 
dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu dengan menggunakan obat dan alat 
tertentu. Namun dalam kenyataannya, meskipun teknologi di bidang kedokteran 
demikian maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari 
penderitaan yang berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu yang 
memang sulit untuk disembuhkan, seperti penyakit kanker ganas akan mengalami 
penderitaan yang sangat berat. Penderitaan tersebut akan lepas apabila kematian telah 
datang. Namun kematian itu sendiri merupakan suatu misteri yang sulit ditebak, 
karena pada umumnya tidak seorangpun yang tahu dengan pasti kapan kematian itu 
datang. 
       Kematian, bagi sebagian besar umat manusia itu merupakan suatu hal yang tidak 
menyenangkan dan mungkin tidak dikehendaki. Manusia sebagai salah satu ciptaan 
Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran dan rasa. 
Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan 
aktifitasnya sehari-hari, maka dari sinilah manusia terus-menerus berusaha menunda 
kematian dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya temuan sains dan teknologi 
untuk menyembuhkan kesehatan manusia. Tetapi sebaliknya, dengan adanya 
penemuan-penemuan sains dan teknologi tersebut membawa suatu konsekuensi 
tertentu kepada ummat manusia seperti Euthanasia. Padahal yang diharapkan 
manusia adalah sains dan teknologi memfasilitasi kehidupan manusia dengan 
berbagai kemajuannya. Dalam arti, pengembangan sains adalah manifestasi keinginan 
manusia untuk maju dan juga berkembang menyempurnakan hidupnya, dan untuk 
memecahkan rahasia alam. Salah satu pengembangan sains yang membantu dan 
terkait langsung dengan kesehatan dan kehidupan manusia adalah teknologi 
kedokteran.1 
       Hak hidup seseorang harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah 
sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi 
manusia dan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan 
negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak 
dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.  
       Kehadiran Euthanasia sebagai Hak Asasi Manusia berupa hak untuk mati, 
dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena 
itu setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak memilih kematian 
yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah 
yang kemudian memunculkan istilah Euthanasia. Jika dikaji lebih lanjut sebenarnya 
manusia tidak memiliki hak untuk hidup karena manusia tidak memiliki hidup itu 
sendiri. Manusia hadir sepenuhnya merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jika 
hak hidup itu dimiliki oleh manusia, maka ia akan dapat menentukan kapan ia akan 
hidup, dalam kondisi apa ia akan hidup, maupun dari Rahim siapa ia akan memulai 
                                                          
1Arifin Rada, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, Volume XVIII No. 2, 2013 Edisi 
Mei, hlm.108 
hidupnya. Namun ternyata manusia tidak memiliki hak tersebut. Manusia hanya 
mengetahui bahwa ia terlahir dan telah dikaruniai kehidupan.2 
       Euthanasia merupakan suatu persoalan yang cukup dilematik baik di kalangan 
dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di indonesia masalah ini juga 
pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (yang 
selanjutnya disebut IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para 
ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih 
belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut. Demikian juga dari 
sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang 
melarang terhadap tindakan Euthanasia, tentunya dengan berbagai argumen atau 
alasan.  
       Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk/ 676 ayat 2:  
  َو ُه َو   ۚ   ًل َم َع  ُن َسْحَ أ  ْم ُك ُّيَ أ  ْم ُك َوُ ل ْب َ ي ِل  َ ةا َي َح ْلا َو  َت ْو َم ْلا  َقَل َخ ي ِذَّلا
 ُروُف َغ ْلا زي ِز َع ْلا 
       Artinya: “ yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di  
                      antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi  
                      Maha Pengampun”.  (QS. Al-Mulk/676:2) 
       Pro kontra terhadap tindakan Euthanasia hingga saat ini terus berlangsung. 
Mengingat Euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan 
kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Maka MUI 
dalam pengkajian (muzakharah) yang diselenggarakan pada bulan juni 1997 Di 
Jakarta yang menyimpulkan bahwa Euthanasia merupakan tindakan bunuh diri.3 
       Berbicara mengenai Euthanasia, yaitu khususnya Euthanasia aktif, berarti juga 
berbicara pembunuhan karena antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam 
dunia kedokteran, Euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak 
melakukan sesuatu bertujuan memperpanjang hidup seseorang atau sengaja 
melakukan sesuatu untuk memperpendek atau juga mengakhiri hidup seorang pasien 
dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan 
kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.4  
       Dalam hukum Islam, belum diketahui apakah tindakan Euthanasia ini tergolong 
dalam pembunuhan jarimah atau jenis pembunuhan lainnya. Sebagaimana diketahui 
bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi 
unsur-unsur jarimah. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur jarimah yaitu 
jarimah umum dan jarimah khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu 
unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur-unsur khusus adalah 
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unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis 
jarimah yang lain.5  
       Dalam hukum Islam, hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang 
eksistensi Euthanasia, apakah Euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan. 
Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di 
dalam Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dijelaskan 
bahwa melakukan Euthanasia merupakan suatu tindakan pidana.  
       Seperti halnya contoh kasus yang terjadi pada seorang pasien yang menderita 
penyakit berat, yaitu seorang pemuda yang berusia 27 tahun. Pada usianya yang 18 
tahun, si pemuda pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan 
kerusakan pada otaknya, dan secara medis sudah tidak dapat disembuhkan lagi. 
Selama empat tahun ia terbaring dalam keadaan koma, seolah-olah ia telah mati. 
Seluruh kemampuan berpikir dan perasaannya sudah tidak ada pada pemuda 
tersebut.6  
       Ada pula contoh kasus lain tentang Euthanasia yaitu seorang wanita yang koma 
selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 
2004 dengan diagnosa hamil diluar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata 
hanya ada cairan disekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan 
Siti Zulaiha, 23 tahun mengalami koma dengan tingkat kesadaran level binatang. 
Sang suami, Rudi Hartono mengajukan permohonan Euthanasia ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2005. Permohonan yang 
ditandatangani oleh suami, orang tua, serta kakak dan adik Siti Zulaiha.7 
       Apabila dilihat secara sepintas, tindakan Euthanasia tersebut seperti termasuk 
pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. 
Namun jika dilihat alasannya, yaitu adanya permintaan dari keluarga si korban dan 
dilakukan karena belas kasihan maka perbuatan tersebut seperti bukan tindak pidana. 
       Oleh Karena itu sesuai data dan fakta diatas maka penyusun mencoba mengkaji 
dan mencari permasalahan di atas dalam Hukum Islam, Hukum Pidana dan Hak 
Asasi Manusia (HAM) mengenai “Studi Komparasi Tentang Euthanasia Ditinjau 
Dari Hukum Islam, Hukum Pidana dan HAM”. 
 
METODE PENELITIAN 
       Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kualitatif yaitu teknik analisis data informasi yang dinyatakan dalam 
bentuk kata-kata bukan berupa simbol angka atau bilangan. Adapun jenis penelitian 
yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yaitu secara yuridis dengan mengkaji 
aturan-aturan dalam hukum positif yang terkait dengan Euthanasia dan 
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mengumpulkan data-data dari literatur yang membahas mengenai Euthanasia. Data 
yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah 
yang diajukan.  
       Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam hal ini diperoleh dari beberapa 
sumber yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer meliputi Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur’an, Hadits dan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pokok analisis skripsi ini. Data 
sekunder, yakni berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang diambil 
dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai Euthanasia dalam hukum Islam, 
hukum  pidana dan HAM untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep yang 
berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. Sedangkan data tersier, 
yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data 
sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia 
       Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu subyek penelitian dan 
objek penelitian. Subyek penelitian berarti lembaga perpustakaan yang dijadikan 
sumber hukum informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan objek 
penelitian atau fokus dari penelitian adalah pandangan kesadaran hukum masyarakat 
tentang Euthanasia dalam hukum Islam dan hukum pidana. 
 
PEMBAHASAN 
Eksistensi Hak Untuk Hidup Dan Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam, 
Hukum Pidana, dan HAM 
       Hak hidup seseorang bukan berarti mengabaikan hak orang lain, sehingga ada 
aturan-aturan yang membatasi penngunaan hak hidup. Namun, dalam kewenangan 
dan kekuasaan hukum dan undang-undang yang disosialisasikan dalam institusi 
pengadilan merupakan pembatas dalam penggunaan hak hidup. Islam menyatakan 
bahwa bagi yang membunuh terdapat tiga macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris 
dan hak yang dibunuh. Perihal Euthanasia, justru yang meminta pasien atau 
keluarganya dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut. Sehingga dokter 
dianggap sebagai pembunuh, tentu dia akan menyerahkan diri kepada ahli waris dan 
dapat terjadi semacam perjanjian bahwa keluarga pasien akan mengampuninya dan 
tanpa membayar denda.  
       Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dikemukakan bahwa apabila 
seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas 
permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya. Maka ia dianggap telah melakukan 
tindak pidana pembunuhan dan diancam pidana penjara selama-lamanya 12 tahun 
sesuai dengan pasal 344 KUHP.  Akan tetapi jika ia melakukan perbuatan tersebut 
bukan dari permintaan dari pasien atau keluarganya, melainkan inisiatif sendiri maka 
dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja biasa dan ia dapat 
dikenakan hukuman penjara selam-lamanya 15 tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP. 
Atau pembunuhan sengaja yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau 
penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun sesuai dengan 
pasal 340 KUHP.  
       Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan Euthanasia ini, 
maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan 
tersebut dapat dijerat pasal 345 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja mendorong 
orang lain untuk melakukan bunuh diri, atau memberikan sarana kepadanya maka 
diancam dengan pidana penjara dengan penjara selama-selamanya empat tahun 
penjara. Maka dari itu dengan tidak adanya regulasi yang jelas di Indonesia, dapat 
dipastikan bahwa suntik mati (Euthanasia) masih belum mempunyai dasar hukum 
yang jelas untuk melakukan tindakan suntik mati atau Euthanasia tersebut.8  
      Seringkali dari pihak keluarga yang meminta kepada dokter atau tim medis 
lainnya untuk membantu mengakhiri hidup pasien yang divonis sudah tidak ada 
harapan lagi untuk sembuh. Berbagai pertimbangan seperti tidak tega melihat pasien 
hidup menderita dengan alat bantu hingga pertimbangan ekonomi dimana pasien 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk usaha memperpanjang hidupnya. Semua 
ini  merupakan suatu alasan umum dan dapat diterima dengan akal budi untuk 
dilakukannya Euthanasia.9 
      Menurut Marius Widjajarta, kalau orang yang tidak mempunyai cukup uang dan 
membuat surat pernyataan bahwa tidak mau dirawat, itu sudah termasuk Euthanasia 
pasif. Lantas apa yang dapat dilakukan oleh para dokter jika dihadapkan dengan 
kondisi bahwa pasien sudah tidak punya harapan untuk hidup dan pihak keluarga 
memilih meminta mengakhiri hidupnya? Kemungkinannya adalah membiarkan 
pasien tersebut meninggal dengan penghentian alat bantu atau tidak memasukkannya 
kedalam unit Perawatan Intensif.10 
       Di Indonesia pernah terjadi kasus Euthanasia pada akhir tahun 2004, saat Hasan 
Kesuma suami dari Agian Isna Nauli, mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat untuk mengakhiri penderitaan istrinya. Namun, pengadilan menolak 
permohonan tersebut. Hasan Kesuma mengajukan upaya permohonan Euthanasia 
karena “tidak tega melihat Agian yang telah terbaring koma selama dua bulan”, dan 
juga karena ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatannya. Kasus 
ini termasuk contoh Euthanasia yang di luar keinginan pasien.11 
       Pada rumusan pasal 344 KUHP tidak menyebutkan bahwa pihak keluarga yang 
meminta dilakukannya Euthanasia diancam dengan pidana. Dalam hal ini, yang 
diancam pidana adalah hanya orang yang menghilangkan nyawa pasien tersebut atas 
permintaan pasien. Rumusan inilah yang memungkinkan para keluarga pasien yang 
sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup dan merasa dapat meminta 
dilakukannya Euthanasia. Namun di satu sisi, para dokter atau petugas kesehatan 
lainnya dan pihak rumah sakit akan merasa sangat terbebani. Kerena mereka 
berkewajiban memberikan yang terbaik dalam profesi mereka, namun bila segala 
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sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka mereka lah yang pada 
akhirnya terancam oleh pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.12 
       Sedangkan dalam bingkai HAM (Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa hak 
hidup merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia untuk melakuka 
proses kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam segala aspek yang 
berkaitan dengan usaha manusia untuk membangun kehidupan, mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan sekitarnya. Sebagai karunia Allah 
SWT, hak hidup diberikan kepada semua umat manusia dan seluruh makhluk Allah.13  
       Kehadiran Euthanasia sebagai hak Asasi manusia berupa hak untuk mati, dan 
dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena 
itu, setiap orang berhak untuk hidup dan juga setiap orang berhak untuk memilih 
kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian menyenangkan inilah 
yang memunculkan istilah Euthanasia.14 
      Euthanasia baik aktif maupun pasif, dalam perspektif Hak Asasi Manusia 
merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini 
didasari oleh hakikat Euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia 
dengan alasan akan merugikan orang lain terutama keluarga. Dalam hal ini, tidak ada 
jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang sehingga usaha menghilangkan 
nyawanya tidak dibenarkan. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah 
mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara.15 
      Instiitusi kesehatan memiliki tugas mulia yaitu sebagai lembaga yang berusaha 
untuk menghilangkan penyakit dan penderitaan pasien dan juga untuk menghindari 
penularan penyakit kepada orang lain disekitar. Selain itu, seorang dokter maupun 
tenaga medis lainnya memiliki tugas untuk memberikan pengobatan intensif sehingga 
penderita tidak kehilangan harapan untuk sembuh. Mengenai dengan pembiayaan 
pengobatan, dokter bisa mengusulkan kepada pihak-pihak yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan bantuan. Hal ini hanya berlaku untuk pasien yang 
menderita penyakit yang sulit disembuhkan, seperti kanker atau leukemia sehingga 
tidak ada potensi ke arah tindakan Euthanasia.  
      Sebagai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dilindungi Undang-
Undang, pihak pengadilan seharusnya memberikan rekomendasi untuk melanjutkan 
perawatan pasien dengan bantuan negara. Keputusan ini memiliki dasar hukum 
konstitusi dan undang-undang, yakni bahwa setiap warga negara berhak untuk 
memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maka dari itu, negara 
memiliki kewajiban untuk melindungi wrga negaranya yang tidak berdaya dari 
ancaman gangguan terhadap hak hidupnya. 
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Perbandingan Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam, Hukum Pidana dan 
HAM 
      Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pelanggaran Hak Asasi Manusia 
ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, 
menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang maupun 
kelompok orang yang dijamin oleh undnag-undang, dan tidak didapatkan atau 
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.16 
       Mengenai masalah Euthanasia ini merupakan suatu pelanggaran dengan alasan 
menghilangkan atau melanggar hak hidup yang tertuang dalam Undang-undang No. 
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka pelanggaran ini termasuk dalam 
kelompok pelanggaran ringan atau biasa, yaitu dengan ancaman hukuman yang 
tertuang dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena pelanggaran ini 
bukan termasuk pelanggaran kejahatan kemanusiaan dan genosida yang tertuang 
dalam Undang-undang No. 20 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.17 
      Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah Euthanasia ini 
terdapat pada pasal 344 dan 345 BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Kedua 
pasal ini secara jelas menetapkan bahwa pembunuhan dalam segala bentuk tetap 
dilarang kecuali atas dasar hukum. 
Pasal 344 KUHP “barang siapa merampas nyawa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri dengan sungguh-sungguh, diancam dengan 
pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 
Pasal 345 KUHP “barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain 
melakukan bunuh diri atau telah memberikan bantuan kepadanya, diancam 
pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.  
       Tindakan Euthanasia ini jelas melanggar hukum, karena berdampak pada 
hilangnya nyawa manusia, sehingga pelaku berlaku ketentuan hukuman. Untuk 
menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan pelaku tergantung kepada 
keputusan pengadilan setelah melalui proses peradilan dan mendengarkan keterangan 
dari saksi dan melihat bukti-bukti yang ditentukan dalam proses peradilan.  
       Masjfuk Zuhdi mengungkapkan bahwa Euthanasia merupakan perbuatan 
melanggar hukum, walaupun sudah dilakukan secara sadar oleh dirinya sendiri tanpa 
bantuan orang lain. Jika perbuatan tersebut dibantu oleh orang lain maka sanksi 
hukum akan berlaku bagi orang yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum 
tersebut. Dengan demikian, Euthanasia dengan alasan apapun dan bentuknya 
merupakan sebuah delik hukum pidana yang memiliki konsekuensi hukum.18 
       Hukuman untuk pembunuhan pada umumnya berlaku hukum qishash, dhiyat dan 
ta’zir. Ketiga jenis hukuman pidana ini berlaku berdasarkan kategori pembunuhan 
                                                          
16 Loc.cit. 
17 http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2000 diakses pada 
tanggal 07 Juli 2019 pukul 20:15 WIB 
18 Masjfuk Zuhdi, op.cit. hlm. 164 
yang dilakukan oleh pelaku.19 Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja 
menghilangkan nyawa manusia maka berlaku hukuman qishash. Qishash merupakan 
perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia, karena dengan diberlakukan 
qishash akan mencegah gangguan terhadap hak hidup seseorang, walaupun qishash 
juga mengancam jiwa manusia. Jika ada pema’afan dari pihak keluarga atau pihak 
lain yang bersangkutan maka hukuman qishash tidak berlaku dan diberikan hukuman 
penggangti yaitu berupa dhiyat atau ta’zir sebagai hukumannya.  
       Dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah, bahwa pembunuhan atas dasar kerelaan 
korban tidak diperbolehkan, sanksi hukum untuk pembunuhan atas ijin korban adalah 
dhiyat bukan qishash. Karena dalam kasus pembunuhan ini ada unsur yang 
meringankan yaitu kerelaan korban.20 
       Pembunuhan atas ijin dari korban sama saja seperti bunuh diri. Sedangkan bunuh 
diri itu sendiri dilarang dengan alasan apapun, misalnya seseorang yang menderita 
penyakit aids atau kanker tahap akhir yang sudah tidak ada harapan lagi untuk 
sembuh dan sudah kehabisan untuk biaya pengobatannya. Maka dari itu, Islam tetap 
tidak memperbolehkan pasien untuk mengakhiri nyawanya dengan tangannya sendiri 
ataupun dengan bantuan orang lain.  
       KH Bambang Al-Bar menyatakan bahwa proses kematian bukan mati, seseorang 
yang koma lalu disuntik dan hilang nyawanya, maka Euthanasia itu menjadi penentu 
kematian dan menghilangkan nyawa. Sehingga Euthanasia ini bukan upaya 
penyembuhan melainkan pelenyapan kehidupan. Oleh karena itu, Euthanasia 
hukumnya haram.21 
       Perbuatan manusia yang mengambil hak Allah akan mendapatkan sanksi dan 
hukuman, bahkan hingga hukuman mati. Maka dari itu, Hukum Islam yang 
menghendaki tindakan hukum secara tegas kepada pelaku pembunuhan, sehingga 
kasus pembunuhan dapat dicegah dan diatasi secara hukum. Akan tetapi, penerapan 
hukum Islam dilakukan secara hati-hati, sehingga hukuman hanya berlaku bagi para 
pelanggar hukum. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang 
tidak mendapatkan hukuman. Pembunuhan yang diijinkan hanyalah sebagai sebuah 
hukuman atas pembunuhan itu sendiri, bukan dengan sengaja menghilangkan nyawa 
atau kehidupan orang lain yang menimbulkan mudharat. 
      Dalam mengatasi hal tersebut, sanksi hukum terhadap pelaku Euthanasia harus 
dipertegas agar pasien-pasien yang sulit untuk disembuhkan tidak merasa putus asa, 
sehingga pihak rumah sakit tidak akan membiarkan atau menunda proses perawatan. 
Untuk merealisasikan hal itu, maka diperlukan dukungan hukum yang bersifat 
memaksa dengan alasan  keselamatan  jiwa dan kemanusiaan dalam penanganan 
pasien.  
                                                          
19 Ahmad Habafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 207 
20 Abd. Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy, Jilid II, (Beiru: Al-Muassasah, tanpa 
tahun), hlm. 441 
21 Bambang Al-Bahr, Fenomena Kedokteran Dimata Umat Islam, (Jakarta: Graha Medika, 





Al-Bahr, Bambang., 1980. Fenomena Kedokteran Dimata Umat Islam. Jakarta: 
Graha Medika. 
Ali, Mohammad, Daud., 2007. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Audah, Abd, Qadir., 1987. At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy, Jilid II. Beiru: Al-
Muassasah. 
Habafi, Ahmad., 2005. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 
Hakim, Rahmat., 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia. 
Hayati, Nuri., 2004. Euthanasia dalam Perspektif  Hak Asasi Manusia dan kaitannya 
dengan Hukum Pidana. Lex Jurnalica, Edisi April Volume 1 No. 2. 
Imron Halimi., 1990. Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum 
Islam, Solo: Ramadani. 
Maududi, Maulana, Abul A’la., 1995. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta: 
Bumi Aksara. 
Muntaha., 2017. Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungawaban Dan Penghapus 
Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 
Muslich Ahmad Wardi., 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika 
Pudjianto, St. Harum., 1999. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi Offset. 
Santoso, Topo., 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani. 
Sutarno., 2014. Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di 
Indonesia. Jakarta: Setara Press. 
Syamsudin, Aziz., 2011. Tindak Pidana khusus. Jakarta: Sinar Grafika.  
Syarifin, Pipin., 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia. 




Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 




Paulus, P.K., 2013. Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum 
Nasional Belanda), Edisi Juni Volume XXI No. 3. 
Pradjonggo, Tjandra, Sridjaja., 2016. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek 
Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Edisi Juni Volume 1 No. 
1.  
Rada, Arifin., 2013. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. Edisi Mei Volume 




Butar-butar E. R,., & Eko Soponyono, P. (2016). Kebijakan Formulasi 
Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia, 
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/, diakses pada tanggal 07 Juli 
2019 pukul 20.00 WIB 
Parikesit, Arli Aditya, 2007. Euthanasia dan Kematian Bermartabat: Suatu tinjauan 
Bioetika, http://netsains.com/2007/11/Euthanasia-dan-kematian-bermartabat-
suatu-tinjauan-bioetika/, diakses pada tanggal 07 Juli 2019 pukul 21:15 WIB  
Wikisource., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, 
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2000, 
diakses pada tanggal 07 Juli 2019 pukul 20:15 WIB 
Zaelani, Ahmad., 2008. Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan 
Hukum Islam, 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18929/1/AHMAD%2
0ZAELANI-FSH.pdf, diakses pada tanggal 07 Juli 2019 pukul 19:15 WIB 
 
 
 
 
